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REVIEW POKOK SENGKETA PAJAK TAHUN 2024 

Abstrak 

I Putu Arya Tanaya 

2115654091 

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan, Politeknik Negeri Bali) 

ABSTRAK 

Sengketa pajak terjadi karena perbedaan penafsiran dan perhitungan dalam 

perpajakan. Dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, jumlah sengketa pajak 

pada pengadilan pajak terus meningkat. Pada tahun 2024, jumlah kasus sengketa 

pajak menyentuh angka 17.338 dengan beberapa jenis pajak. Pajak Pertambahan 

Nilai (PPN) menjadi jenis pajak yang paling banyak disengketakan yaitu sejumlah 

6.359 jumlah sengketa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja yang 

menjadi pokok sengketa pada tahun 2024 khususnya pada jenis PPN karena paling 

banyak disengketakan pada tahun 2024. Dengan jumlah kasus 6.359 tersebut, data 

yang direview yaitu sebanyak 100 data hasil putusan pengadilan pajak yang 

diunduh pada laman resmi Sekretariat Pengadilan Pajak Kementerian Keuangan. 

Pokok sengketa pajak direview menggunakan pendekatan kualitatif analisis konten 

dengan menganalisis hasil putusan pengadilan pajak. Dari hasil penelitian yang 

telah dilakukan, beberapa masalah yang menjadi pokok sengketa yaitu Dasar 

Pengenaan Pajak (DPP), Pajak masukan yang dapat diperhitungkan, Pajak 

masukan/keluaran yang dipungut sendiri, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar 

(SKPKB), PPN yang masih harus dibayar, PPN yang tidak dipungut, Koreksi PPN 

yang tidak dipungut, Kredit PPN, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), 

Koreksi biaya/bunga pinjaman dan Pajak masukan tidak dapat diperhitungkan. 

Menurut analisis yang telah dilakukan secara mendalam, mayoritas sengketa pajak 

terjadi karena perbedaan persepsi mengenai acuan peraturan yang digunakan dalam 

penetapan pajak. 

 

Kata Kunci: sengketa pajak, pokok sengketa, review 
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REVIEW OF THE MAIN POINTS OF TAX DISPUTES IN 2024 

Abstract 

I Putu Arya Tanaya 

2115654091 

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan, Politeknik Negeri Bali) 

ABSTRACT 

Tax disputes arise due to differences in interpretation and calculation in taxation. 

From 2020 to 2024, the number of tax disputes in tax courts has continued to 

increase. In 2024, the number of tax dispute cases reached 17,338 across various 

types of taxes. Value-Added Tax (VAT) was the most disputed type of tax, with 6,359 

disputes. This study aims to identify the main issues of dispute in 2024, particularly 

regarding VAT, as it was the most disputed tax type in 2024. With 6,359 cases, the 

data reviewed consisted of 100 court decisions downloaded from the official website 

of the Tax Court Secretariat of the Ministry of Finance. The main points of tax 

disputes were reviewed using a qualitative content analysis approach by analyzing 

the results of tax court decisions. Based on the research conducted, several issues 

that became the subject of dispute were the Tax Base (DPP), deductible input tax, 

self-assessed input/output tax, Tax Assessment Letter for Underpayment (SKPKB), 

VAT still payable, VAT not collected, Correction of VAT not collected, VAT Credit, 

Tax Overpayment Assessment Letter (SKPLB), Correction of loan costs/interest, 

and Input Tax not deductible. According to the in-depth analysis conducted, the 

majority of tax disputes arise due to differing interpretations of the regulatory 

references used in tax assessment. 

 

Keywords: tax dispute, subject of dispute, review 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perpajakan menjadi salah satu kewajiban bernegara masyarakat guna 

membiayai pembangunan negara. Pajak menjadi sumber pendapatan negara 

yang menyumbang persentase terbesar dibandingkan dengan sektor pendapatan 

negara lainnya (Aji et al., 2022). Pendapatan dari pajak memainkan peran yang 

sangat vital terhadap pembangunan dalam negeri. Pemerintah mengoptimalkan 

penerimaan pajak melalui Direktorat Jendral Pajak (DJP) selaku pelaksana 

perpajakan negara (Karmana et al., 2022). Tingginya penerimaan pajak dapat 

mendorong pemerintahan untuk meningkatkan belanja publik, sehingga 

mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Namun faktanya pemungutan 

pajak di lapangan tidak selalu berjalan dengan lancar. Banyak permasalahan 

atau konflik yang terjadi baik disebabkan oleh wajib pajak ataupun disebabkan 

oleh DJP (Umamah et al., 2024).  

Sengketa pajak dalam istilah perpajakan di Indonesia digunakan untuk 

menggambarkan terjadinya konflik atau perbedaan pendapat dalam masalah 

perpajakan antara wajib pajak dengan DJP selaku otoritas pajak di Indonesia. 

Sengketa pajak merupakan salah satu jenis kasus yang cukup rumit karena 

memakan waktu dan dana yang cukup banyak (Wahyudi dan Ludigdo, 2017). 

Sengketa pajak tidak hanya terjadi antara wajib pajak saja, tetapi juga terjadi 

antar negara. Permasalahan perpajakan antar negara terjadi dikarenakan 

perbedaan mekanisme hak pemajakan atau perjanjian antar negara (Mann, 
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2023). Rumitnya proses administrasi dan perubahan kebijakan perpajakan yang 

dinamis, menimbulkan ketidakpastian yang dirasakan oleh wajib pajak 

sehingga menjadi lemahnya kepatuhan wajib pajak dan menimbulkan 

terjadinya sengketa pajak (Suharso, 2021). 

Perbedaan pendapat atau perbedaan persepsi antara wajib pajak dengan 

fiskus mengenai penetapan pajak terutang yang diterbitkan atau adanya 

penagihan pajak tersebut menjadi penyebab terjadinya sengketa pajak (Gotama 

et al., 2020). Atas perbedaan pendapat atau perbedaan persepsi penafsiran 

antara wajib pajak dengan fiskus tersebut, wajib pajak dapat mengajukan suatu 

tindakan yang disebut dengan keberatan (Mulyono et al., 2024). Permohonan 

atas keberatan tersebut dapat diajukan wajib pajak kepada Direktorat Jendral 

Pajak (DJP). Dalam pengajuan keberatan ini, wajib pajak dapat tidak setuju 

atas jumlah yang ditetapkan oleh petugas pajak yang menyebabkan kerugian. 

Dalam mengajukan keberatan, wajib pajak harus menyampaikan surat 

keberatan yang memenuhi syarat kepada DJP yang berwenang mengeluarkan 

surat ketetapan pajak. Jika syarat tersebut sudah terpenuhi, maka pihak DJP 

wajib memproses atas keberatan yang telah diajukan (Aulia et al., 2023). 

 Keputusan hasil keberatan tersebut bisa diterima ataupun ditolak dan wajib 

pajak tidak puas dengan hasil tersebut, wajib pajak dapat mengajukan banding 

maupun gugatan (Sasongko, 2023). Permohonan banding dapat diajukan 

kepada pengadilan pajak yang mempunyai wewenang memeriksa dan 

memutus sengketa pajak sesuai dengan yang diisyaratkan oleh Undang-

Undang (Basri dan Muhibbin, 2022). Dalam jangka waktu tahun 5 (lima) 
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terakhir, jumlah sengketa pajak terus meningkat dari tahun 2020 sampai tahun 

2024. Berikut gambar grafik jumlah sengketa pajak 5 (lima) tahun terakhir 

yang dihimpun dari laman Sekretariat Pengadilan Pajak Kementerian 

Keuangan. 

 
Sumber: Data Diolah Peneliti Bersumber Dari Sekretariat Pengadilan Pajak   

Kementerian Keuangan Tahun 2024 

Gambar 1. 1 Jumlah Sengketa Pajak 5 Tahun Terakhir 

Gambar 1.1 menunjukkan jumlah kasus sengketa pajak dalam jangka waktu 

5 (lima) tahun terakhir yang dihimpun dari laman resmi Sekretariat Pengadilan 

Pajak Kementerian Keuangan dengan 72.493 total kasus. Pada tahun 2020, 

sengketa pajak menyentuh angka 10.090 kasus kemudian meningkat 4% pada 

tahun 2021 yaitu menjadi 12.737 kasus dan tiap tahunnya meningkat hingga 

tahun 2024 menyentuh 17.338 kasus sengketa. Dalam jangka waktu 5 (lima) 

tahun terakhir tersebut, jumlah kasus sengketa meningkat sebesar 10% dari 

tahun 2020 - 2024 dan tidak ada sama sekali penurunan kasus sengketa tiap 

tahunnya. Berikut disajikan dalam gambar grafik kasus sengketa pajak tahun 
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2024 per jenis kasusnya yang dimana tahun 2024 merupakan jumlah kasus 

tertinggi dalam rentang 5 (lima) tahun terakhir. 

 
Sumber: Data Diolah Peneliti Bersumber Dari Sekretariat Pengadilan Pajak   

Kementerian Keuangan Tahun 2024 

 

Gambar 1. 2 Data Sengketa Pajak Tahun 2024 

Dilansir dari website Sekretariat Pengadilan Pajak Kementerian Keuangan 

jumlah kasus sengketa yang telah diputus pada tahun 2024 oleh pengadilan 

pajak menyentuh angka 17.338 kasus. Dalam data tersebut, ada beberapa jenis 

pajak yang disengketakan mulai dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak 

Penghasilan (PPh), Tarif, Gugatan hingga Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). 

Terlihat pada data tersebut, jumlah PPN paling banyak disengketakan daripada 

jenis pajak yang lainnya. Data putusan Pengadilan Pajak pada tahun 2024 

untuk jenis PPN mendominasi sengketa pajak dengan jumlah kasus menyentuh 

angka 6.359 kasus atau 37% dari total kasus. Gugatan pajak mengikuti diurutan 

kedua dengan 2.541 kasus atau 15% dari total kasus, kasus tarif pajak sejumlah 
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2.224 atau 13% dari total kasus dan beberapa jenis sengketa pajak lainnya di 

bawah 10% dari total keseluruhan kasus sengketa pajak pada tahun 2024. 

Permasalahan sengketa PPN dapat diidentifikasi menjadi beberapa pokok 

permasalahan. Masalah pertama yaitu disebabkan koreksi dasar pengenaan 

pajak karena ekualisasi Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN dengan 

peredaran menurut SPT Pajak Penghasilan Badan, ekualisasi SPT Masa PPN 

dengan peredaran usaha hasil pemeriksaan. Penyebab kedua yaitu koreksi 

pajak masukan yang disebabkan oleh negatifnya hasil konfirmasi yang 

dilakukan oleh DJP, pernyataan DJP bahwa faktur pajak masukan ada 

kesalahan dan pernyataan DJP bahwa faktur pajak masukan tidak dapat 

dikreditkan (Suharsono, 2021). Cakupan PPN yang luas dan dikenakan pada 

berbagai tahap produksi sampai dengan tahap pendistribusian menggunakan 

mekanisme kredit pajak masukan dan pajak keluaran sehingga penerimaan 

pajak sudah dapat dikumpulkan selama tahap produksi (Suharsono, 2022). 

Kasus sengketa pajak yang terus meningkat dalam 5 (lima) tahun terakhir 

memunculkan pertanyaan mengenai penyebab sengketa tersebut. Penelitian ini 

dilakukan untuk menggali lebih dalam pokok sengketa pajak yang ada pada 

pengadilan pajak. Pokok sengketa pajak yang diteliti yaitu untuk jenis PPN dari 

hasil putusan pengadilan pajak pada tahun 2024. Hasil penelitian ini 

diharapkan dapat mengetahui pokok-pokok permasalahan dari sengketa PPN 

tersebut apakah penyebab sengketa dari kesalahan pemahaman atau penafsiran 

Undang-Undang PPN, penentuan objek, penentuan tarif, perhitungan dasar 

pengenaan pajak atau kesalahan yang lainnya. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan fenomena yang terjadi dan telah dipaparkan pada latar 

belakang masalah di atas, maka rumusan masalah penelitian ini yaitu, review 

pokok sengketa pajak khususnya PPN pada tahun 2024. 

 

C. Batasan Masalah 

Penelitian ini berfokus pada pokok sengketa penyebab terjadinya sengketa 

PPN karena dari data yang ada, PPN menempati peringkat pertama sebagai 

jenis pajak yang banyak disengketakan pada tahun 2024. Penulis membatasi 

masalah juga untuk memudahkan dalam melakukan penelitian guna 

memaksimalkan hasil penelitian. 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu, untuk mengetahui pokok - 

pokok sengketa PPN tahun 2024 melihat tingginya kasus sengketa PPN 

pada tahun tersebut. 

2. Manfaat Penelitian 

Setelah diuraikannya tujuan dari penelitian ini, tentunya ada manfaat 

dari penelitian yang dilakukan. Adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu : 
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a. Manfaat Teoretis 

Penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan ilmu 

pengetahuan mengenai permasalahan dibidang perpajakan dari mulai 

pengajuan keberatan di DJP sampai penyelesaian banding di pengadilan 

pajak. Peneliti juga berharap, kajian ini bisa memberikan kontribusi 

bagi perkembangan karya ilmiah serta pedoman untuk melakukan 

penelitian berikutnya mengenai sengketa perpajakan di Indonesia. 

b. Manfaat Praktis 

1) Bagi Direktorat Jendral Pajak 

Bagi DJP penelitian ini bisa dimanfaatkan sebagai bahan 

evaluasi untuk kedepannya jika terjadi perbedaan persepsi dengan 

wajib pajak. 

2) Bagi Politeknik Negeri Bali 

Sebagai perguruan tinggi vokasi, Politeknik Negeri Bali bisa 

memanfaatkan penelitian ini sebagai referensi penelitian dibidang 

perpajakan mengenai sengketa pajak. 

3) Bagi Mahasiswa 

Manfaat bagi mahasiswa adalah penelitian ini dapat dipakai 

sebagai referensi tambahan teori dalam perkuliahan sehari-hari atau 

sebagai pedoman penelitian. 
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BAB V  

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, review pokok sengketa 

pajak tahun 2024 khususnya PPN dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan secara mendalam, pokok 

sengketa yang terjadi karena perbedaan pemahaman aturan yang berlaku. 

Aturan yang seharusnya menjadi pedoman dalam mengkoreksi dan 

menghitung pajak justru menjadi perdebatan dalam peradilan. Pihak wajib 

pajak maupun otoritas pajak yang latar belakangnya menerbitkan aturan 

memiliki pandangan tersendiri menafsirkan peraturan perpajakan. Jika 

penafsiran dari kedua belah pihak berbeda, sudah pasti terjadi perbedaan 

perhitungan yang selisihnya menyebabkan sengketa. 

2.   Pokok sengketa pajak yang disengketakan yaitu; Dasar Pengenaan Pajak 

(DPP) sebesar 41%, Pajak masukan yang dapat diperhitungkan dan Pajak 

masukan/keluaran yang dipungut sendiri dengan persentase masing-

masing 12%, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dan PPN 

yang masih harus dibayar sebesar 8% PPN yang tidak dipungut sebesar 

6% , Kredit PPN sebesar 4% dan pokok sengketa lainnya yang masing-

masing 3% yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), 

Koreksi biaya/bunga pinjaman dan Pajak masukan tidak dapat 

diperhitungkan. Semua sengketa koreksi tersebut, memiliki jumlah selisih 

yang berbeda-beda tiap kasus yang diajukan. 
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3. Berdasarkan pembahasan di atas, Dasar Pengenaan Pajak (DPP) 

menempati peringkat pertama sebagai pokok sengketa pajak yang paling 

banyak disengketakan. DPP yang merupakan basis penghitungan pajak 

terutang, sangat riskan bila terjadi perbedaan jumlah karena sangat 

berpengaruh pada jumlah pajak yang harus dibayarkan. Pokok sengketa 

yang terjadi karena DPP sangat tinggi yang diajukan oleh wajib pajak 

karena DPP merupakan dasar pajak terutang. 

B. Implikasi 

Penelitian ini berimplikasi baik secara teoretis maupun secara empiris. 

Hasil penelitian yang menunjukkan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sebagai 

pokok sengketa yang paling banyak diajukan, dapat memengaruhi beberapa 

aspek. Dasar penetapan DPP yang meliputi jumlah harga jual, nilai ekspor 

impor dan lain-lainnya harus diperhatikan secara seksama mulai dari peraturan 

yang berlaku sampai dengan proses perhitungan agar tidak terjadi selisih yang 

menyebabkan sengketa. Untuk wajib pajak dapat dijadikan acuan sebagai 

bahan evaluasi jika terjadi sengketa di masa berikutnya serta memperhatikan 

proses penyelesaian banding. Sementara itu, otoritas pajak selaku 

penyelenggara pemungutan pajak dapat dijadikan bahan evaluasi untuk 

permasalahan berikutnya. Otoritas pajak dapat juga mempertimbangkan hasil 

dari pengadilan apakah kalah atau menang. Jika otoritas pajak mendominasi 

kekalahan, dapat menjadi bahan evaluasi penyebab-penyebab kekalahannya. 

Jika kedua belah pihak dapat mempersempit kemungkinan terjadinya sengketa 

pajak, maka dapat menghemat waktu dan biaya yang dikeluarkan. 
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C. Saran 

Saran terhadap DJP selaku otoritas pajak dan wajib pajak dengan harapan 

dapat mempersempit permasalahan perpajakan di Indonesia. Saran juga 

diharapkan bagi peneliti berikutnya sebagai pengembang topik mengenai 

sengketa pajak. 

1. Otoritas Pajak 

DJP selaku otoritas pajak diharapkan lebih mensosialisasikan 

peraturan-peraturan terkait sistem perpajakan, administrasi perpajakan 

serta aturan perpajakan lainnya terhadap wajib pajak. Hal tersebut 

diharapkan supaya tidak terjadi benturan dengan wajib pajak apalagi yang 

berkaitan dengan perhitungan pajak terutang. Maka dari itu, diperlukan 

penyampaian yang lebih detail terhadap wajib pajak agar peraturan 

mengenai perpajakan dapat diterapkan dengan baik. 

2. Wajib Pajak 

Wajib pajak diharapkan dapat lebih teliti serta mencermati dengan 

seksama mengenai aturan perpajakan yang berlaku. Dalam melakukan 

perhitungan pajak wajib pajak diharapkan lebih teliti terhadap biaya-biaya 

yang termasuk objek pajak agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaporan 

pajak. Dalam melapokan pajak diharapkan mengutamkan kejujuran 

supaya tidak terjadi pemeriksaan yang merambat terhadap terjadinya 

sengketa pajak. Menimbang waktu penyelesaian sengketa yang panjang 

serta biaya yang tidak sedikit, demi efisiensi terhadap biaya serta waktu 

yang dikeluarkan. 
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3. Peneliti Berikutnya 

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan sehingga peneliti 

berikutnya diharapkan menganalisi mengenai sengketa pajak lebih 

mendalam. Mengingat penelitian mengenai sengketa pajak khususnya 

yang terjadi pada pengadilan pajak jarang ada yang mengangkat sebagai 

topik penelitian. Sengketa pajak yang panjang dan rumit memiliki banyak 

celah untuk dianalisis secara mendalam. Dari proses pengajuan keberatan, 

hasil keberatan, pengajuan banding, proses banding hingga peninjauan 

kembali pada Mahkamah Agung (MA). Selain itu, penelitian ini hanya 

berfokus pada sengketa PPN dan untuk penelitian berikutnya bisa meneliti 

jenis sengketa pajak lainnya seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak 

Daerah, Bea Cukai dan jenis pajak lainnya. 
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